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Report

The Signing of Agreement in the Formation of 

National Advisory Committee on Women’s Rights from an Economic Perspective 

Jakarta Hotel Borobudur, 9 September 2003

The signing ceremony of the formation of a National advisory Committee on Women’s Right from an Economic Perspective was implemented on 9 September 2003. This event was held in Hotel Borobudur Jakarta.

Invitation was spread to government offices, NGOs, University, and mass media. As many as eighty invitation was issued and forty five attended the event. 

As was originally planned six ministerial were to participate, but only four could attend. The signing was done by the Coordinating Minister of Economic Affairs, Minister of Finance, Minister of Women’s Empowerment, and Head of Central Bureau of Statistics.

The Minister of National Development Planning/BAPPENAS and Coordinating Minister for People Welfare were not able to attend the signing. The Coordinating Minister for People Welfare, did not want to sign but would participate as resource person. The minister of National Development Planning/BAPPENAS was unable to sent a representative for the signing ceremony.

A keynote speech was given by the Coordinating Minister of Economic Affair. The formation of this committee as one of the program in gender mainstreaming was supported. The Minister awaits the next steps in the formation of this committee. 

A round group discussion, on what to do next was held and lead by Ibu Lorraine, Ibu Sri Harijati, Bapak Yusuf Supandi, and Ibu Sudarti.   

Transcription of the Event:

1. Sambutan Laporan Kepala Lembaga Demografi FEUI  - 

DR Sri Harijati Hatmadji 

Bapak Menteri Koordinator Perekonomian yang saya hormati, Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan yang saya hormati, Ibu kepala Badan Pusat Statiski yang saya hormati, Perwakilan UNIFEM di Indonesia yang saya banggakan, bapak dekan atau yang mewakili yang saya hormati dan para peserta seminar yang saya cintai.

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarrakatuh, 

Selamat Pagi dan Salam Sejahtera.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah swt karena atas rdho dan kasih sayangnya pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat wal afiat untuk mengikuti seminar nasional Pembentukan Komite Nasional  mengenai Hak Asasi Perempuan dalam Persepktif  Ekonomi. Seminar ini diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian kegiatan yang oleh lemabga-lembaga di bawah Fakultas Ekonomi yaitu Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi atau LD FEUI dan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat atau Fakultas Ekonomi atau LPEM  FEUI dalam rangka memonitor hak hak perempuan dalam perspektif ekonomi.
Untuk mencapainya, LD UI dan LPEM mengadakan beberapa tahapan kegiatan. Namun tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk memebentuk common understanding pada isu yang berkaitan dengan gender dan ekonomi.

Selain seminar hari ini akan diadakan pula tiga kegiatan lainnya yang akan berlangsung anatar bulan September 2003 hingga Januari 2004. Ketiga program tersebut adalah : 
Pertama,  membentuk Gugus Tugas Nasional Mengenai Hak Perempuan dalam perspektif ekonomi kemudian juga merekerut ahli hukum nasional untuk mendukung gugus tugas tersebut, dan yang terakhir mengadakan workshop yang berhubungan dengan Engendering Economic Governance.
Para peserta seminar yang saya hormati,

Pembentukan Komite Nasional mengenai Hak Asasi Perempuan dalam Persepktif   Ekonomi Sebetulnya lahir dari suatu keprihatinan kami mengenai bagaimana posisi perempuan dalam pembangunan yang tercermin misalnya dalam berapa besar anggaran pembangunan yang dialokasikan bagi kepentingan perempuan  melalui pemberdayaan. Political will pemerintah dalam hal ini sebenarnya telah ditunjukkan dengan pembentukan atau  mulai dibentuknya kementerian dalam  peranan wanita pada tahun 1983 dan juga lahirnya Undang-undang no 7 tahun tahun 1984 dan tentang convension atau hak asasi perempuan, pengesahan  konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita atau convention on the elimination of all form of discrimination against women. Sampai sekarang hampir 20 tahun masih kita lihat di mana-mana diskrimainasi dimana-mana ada. 
Da;lam era globalisasi dan liberalisasi, Indonesia dan negara berkembang lainnya masih menghadapi  bbeerapa peroalan yang berhubungan dengan isu gender sehingga pengarusutamaan gender dalam economic governance adalah salah satu hal yang niscaya. Masih panjang jalan bagi perempuan untuk dapat memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi, baik di kota maupaun di desa. Pembentukan Komite Penasihat Nasional ini merupakan salah satu cara untuk memeulai menapaki jalan panjang tersebut. 
Para peserta seminar yang saya hormati,

Kami yakin bahwa kehadiran Bapak dan Ibu sekalian hari ini akan sangat bermanfaat bagi perjuangan kita bersama untuk mengarusutamakan gender dalam economic governance. Akhirnya kami penyelenggara mohon maaf yang sebenarnya apabila dalam penyelenggaraan pertemuan ini ada hal-hal yang tidak atau kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. 
Wabilahi taufik wal hidayah, wassalamu'alaikum warrahmatullohi wabarrakatuh.

2. Sambutan dekan FE UI 

    diwakili oleh DR Raksaka Mahi

Yang saya hormati Bapak Menteri Koordinator Perekonomian, Perwakilan dari UNIFEM, Bapak Kepala LPEM dan juga Kepala Lembaga Demografi serta para hadirin sekalian yang saya hormati.

Selamat pagi dan selamat datang pada acara hari ini kita akan menyaksikan suatu penandatanganan yaitu pembentukan suatu komisi nasional. Saya atas nama pimpinan Fakultas Ekonomi UI  turut bergembira dengan adanya kegiatan ini. 

Seperti kita ketahui bahwa persoalan-persoalan yang ada utamanya adalah menyangkut persoalan2  ekonomi yang sampai saat ini masih belum tuntas. Berbagai studi menununjukkan dalam krisis ekonomi yang berkelanjutan ini memberikan  implikasi yang paling mendalam khususnya bagi para perempuan. Differensi ekonomi mengakibatkan kaum perempuan bertujuan untuk prioritas baik untuk hidup bahkan sebagian besar untuk masuk bertanggung jawab. 

Kondisi overhead saat ini memang belum mendukung kaum perempuan untuk berperan lebih  luas dalam ekonomi. Pilihan  hidup sebagai pelaku dalam bisnis, pekerja atau sebagai  ibu rumah tangga  masih dihadapkan  pada banyak persoalan seperti hambatan pada akses pada modal, itulah maka saya harapkan dari kebijakan kebijakan pemerintah  khususnya di bidang ekonomi. 

Hambatan-hambatan lainnya antara lain terjadi karena kurangnya  'rekogonisi' perempuan di dalam konteks perekonomian.  Masih adanya suatu stereotype dalam bidang pekerjaan perempuan terbatas pekerjaan-pekerjaan tertentu sehingga menyulitkan ruang gerak dan peran perempuan dalam pembangunan. 

Oleh karena itu adanya kegiatan yang akan dilakukan pada pagi ini tentu saja  akan memberikan  wacana yang berbeda memberikan satu harapan bahwa melalaui program ini akan dimunculkan melalui penanadatangani kesepakan beberapa menteri pada pagi ini akan menjadi hal penting untuk menunjukkan meningkatnya peran perempuan dalam perekonomian. Diharapkan pembangunan ekonomi akan lebih berpihak kepada kaum perempuan baik dalam sumber daya maupun manajemen. 

Dan untuk itu kami dalam hal ini kami dari Fakultas Ekonomi mengucapkan terimakasih atas kepercayaan yang diberikan sehingga fakultas ekonomi Universitas Indonesia dapat terlibat dalam program ini khususnya melalui dua lembaga penelitian di lingkungan Fakultas Ekonomi yaitu Lembaga  Demografi dan Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat. Apa yang telah kami miliki pada kedua lembaga tersebut semoga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya nya khususnya untuk memberikan kontribusi khususnya studi-studi yang berkaitan dengan gender dapat mendudkung program-program lain  lain seperti yang telah disampaikan oleh kepla Lembaga Demografi. Semoga kami semua dapat memberikan masukan baik melalui analisis data maupun focus group disscussion  dan melalui program-program lainnya. Demikian semoga kesepakatan yang akan dilakukan pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Dan sekali lagi atas nama pimpinan Fakultas Ekonomi kami ucapkan terima kasih, dan salam sejahtera.

3.  Sambutan Perwakilan UNIFEM di Indonesia 

 Lorraine Corner (not recorded due to a technical fault)

4. Sambutan Menteri Koordinator Perekonomian 

 Prof  DR Dorodjatun Kuntjoro Jakti

 Selamat pagi saudara-saudara sekalian

 Assalamu’alaikum warrahmatullohi wabarakatuh; Salam sejahtera.

Saudara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan yang saya hormati, Miss Lorraine Corner Perwakilan UNIFEM yang saya hormati, saudara ketua BPS yang saya hormati, saudara2  tokoh perempuan dan saudara-saudara pengamat yang saya hormati.

Ketika saya dihubungi untuk duduk di dalam tim tersebut yang disebut sebagai Komite penasehat nasinal, saya teringat bahwa beberapa waktu lalu saya sudah mencoba untuk meyakinkan pemerintah Indonesia perlunya kita untuk memberikan perhatian pada masalah gender, yang menjadi picu bagi saya adalah kebetulan tugas untuk menghitung  dana bagi pemilihan umum tahun 2004 yang seperti saudara ketahui yaitu empat triliun rupiah dan untuk keamanan saja sekitar satu triliun rupiah. Tapi bagi saya, melihat dari  perkembangan masyarakat kita, tentunya undang-undang partai politik itu harus kita perhatikan, kemudian undang-undang pemilihan anggota legislatif dan sesudah itu undang-undang pemilihan presiden, dan kemudian undang-undang susunan dan kedudukan dari berbagai lembaga kenegaraan dan sebgaainya. 

Tapi dalam undang-undang partai politik itu ada satu pasal yang mengharuskan partai-partai untuk memberikan kesempatan kepada calon legislatif 30 persen atas dasar pertimbangan gender masyarakat perempuan. Dan bagi saya ini merupakan sesuatu yang harus diperhatikan, itulah sebabnya saya langsung menghubungi saudra menteri negara pemberdayaan perempuan dan langsung menghubungi saudara ketua lembaga demografi selain itu saya juga menghubungi ketua KPU, saudara Nazaruddin. 

Bagaimana melaksanakan hal ini sama susahnya bagi saya, seperti misalnya saja memenuhi kewajiban di amandemen  UUD 45 yaitu 20 persen dari budget harus dipergunakan untuk pendidikan. Insya Allah un tuk tahun ini untuk pertama kalinya hanya dari anggaran pembangunan sudah tercapai 23 persen untuk pendidikan. 

Tetapi sebenarnya disitu ada persoalan belanja pegawai dan belanja barang, sehingga pegawai itu sehari-hari memikirkan caranya untuk menaikkan gaji mulai dari TK sampai ke universitas. Baru nanti kalau barangkali target 30 persen itu bisa tercapai baru kita boleh. Yang lain lagi juga susah bagi saya untuk menerangkan bagi teman-teman pengertian saya sebagai harus membayar bidang ekonomi ini yaitu pendidikan ini meliputi pelatihan. Kebetulan untuk perempuan ini yang paling harus dilakukan. Jadi saya teringat bahwa pendidikan formal saja sudah merupakan persoalan, tapi ya harus kita bangkitkan bagi masyarakat wanita di pangkuan Indomnesia. Saya lebih senang memakai istilah perempuan, karena dulu ketika saya di panitia komisi bahasa Indonesia –Malaysia perempuan itu berasal dari yang “empu”nya yang berarti mereka yang memiliki. 

Nah,  demikian saudara-saudara sekalian latar belakang mengapa saya menganggap hal ini ini suatu hal yang penting, sebab ini adalah suatu misi politik yang penting bagi Indonesia sekarang, bukan hanya visi tapi sudah menjadi misi karena sudah ada dalam undang-undang parpol dan di seluruh Indonesia dimana saja diberi kesempatan, seperti saya sampaikan bahwa pelaksanaa keharusan 30 persen dari calon perempuan “caleg” harus  dipenuhi dan diperhatikan.

Sedikit menyimpang, saya melihat di dalam perjalanan dari teori pembangunan yang disini disebut dalam terms of reference nya dar lembaga demografi menunjukkan blind spot tidak mampu melihat satu sisi, seperti bulan yang tidak bisa lihat sisi yang lainnya. Dulu ketika saya sekolah di A.S ada diskusi di kelas yaitu diskusi bagaimana memanfaatkan potensi ekonomi secara baik ketika penduduk suatu negara bertambah terus. Salah satu yang didiskusikan adalah bagaimana memanfaatkan waktu malam hari, karena manusia terlalu banyak menggunakan waktu dua belas jam yang pertama dan tidak memperhatikan dua belas yang kedua sehingga dipikirkan dalam kelas atau jenis primer, kalau di institute ada kelas-kelas seperti itu, ada mahasiswa dari sosiologi, anthropologi, ekonomi, public policy. Salah satu diskusi adalah bagaimana caranya untuik menggunakan potensi bangsa dan negara seperti di Ground dan Malthus yang dilakukan pada diskusi malam hari, dan yang kedua adalah bagimana memperhatikan kelanjutan dari spesies.

Rupanya pembangunan kita dimasa lalu itu berpikir satu arah, seolah-olah natural resources ini tidak ada ujungnya karena itu dipergunakan saja terus. Waktu itu saya pertama kali berjumpa di tahun 1967 saya bertemu dengan pelopor-pelopor kelompok dari ekologi yang memberitahukan bahwa kerusakan dari ekologi itu akan memberhentikan laju pertumbuhan ekonomi di dunia sampai kapan tidak tahulah. Kemudian mengembangkan itu pada akhir tahun 60 –an. Tapi saudara-saudara sekalian kita baru menyadari biodiversity, flora fauna yang sekarang kita kenal dengan ekosistim itu. 

Kemudian ada masalah tentang mass participation, yang juga bottom up tetapi yang diperhatikan terlalu banyak top down. Jadi yang bottom up ini ‘mboten up’ itu. Jadi saya melihat itu hal-hal  yang tidak dipakai itu serta pembangunan yang terlalu liniear deterministic alam dipakai saja tidak tahu bahwa ada feedback dari alam, tidak diperhatikan yang bottom up jangan yang itu gerakan perempuan.

Dan pada waktu Amerika Serikat ada gerakan feminist di jadi sempat saya mendengarkan kuliahnya Gloria Stein salah satu contoh saja, banyak yang lainnya. Mereka membahas mengenai potensi-potensi pembangunan yang belum pernah dilakukan dan ditelantarkan dibicarakan dalam class room seminar. Saudara-saudara sekalian tadi Ibu Lorraine menyampaikan mengenai hak (right), sebetulnya hak itu harus dituntut begitu anda menyadarai tentang peranan kewajiban. Kalau suatu masyarakat telah melakukan kewajibannya maka disisi lain dari kewajiban itu tentunya adalah right. Perempuan yang jumlahnya lebih dari separo penduduk dunia dan sekarang kecerdasannya itu lebih terlihat, kalau kita pergi ke berbagai upacara wisuda seperti saya lihat sendiri di institut teknologi Malayasia di Johor, ketika saya diberikan doctor HC di sana dalam kesempatan tersebut sebagian terbesar itu perempuan, jadi yang laki-laki rupanya sibuk dengan talk show.  Jadi tidak betul itu kalau perempuan yang banyak omong, justru yang laki-laki itu. Jadi kewajiban telah dilakukan maka akan disusul oleh hak. Keberuntungan kita di bidang hak diabad 20  dan memasuki abad ke 21 potensi-potensi ini mulai dibawa ke world summit. Anda sudah mengetahui KTT Kependudukan di Cairo, anda sudah mengetahui KTT tentang Social Development di Kopenhagen, anda mengetahui tentang food di Rome, tentang hak  Istambul dan pada aakhirnya tentang woman di Beijing dan terakhir tentang Sustainable Development di Johanesburg. Jadi sebetulnya apa yang anda mau lakukan itu secara teoritikal sebetulnya sudah disadari dulu pada sekitar akhir 60-an itu terjadi perubahan paradigma, saya beruntung berada di kampus dimana pemikiran pemikiran sangat jauh dialkuan oleh generasi muda waktu itu yang berumur 20-an seperti saya waktu itu. Bagaimana membalikkan pembangunandari top down menjadi bottom up, bagaimana caranya melakukan pembangunan dengan menghargai diversity, bagaimana suatu negara memberikan empowerment kepada gender bagaimana… bagaimana… itu sudah menjadi question. Semua karena itu dahulu dianggap sebagai parameter yang tidak bisa diubah, tetapi sekarang itu justru menjadi variabel, jadi harus dijadikan sebagai policy, tidak boleh dianggap sebagai sikap fatalistik sebagai sesuatu yang memang sudah begitu dari dulu, memang peradaban itu, pemerintah itu top down dari dulu, memang pemerintah gender selalu diperhatikan laki-laki, dan sebagainyalah, tidak peduli terhadap alam. Itu semua harus diubah, karena kita bicara soal hak waktu itu.

Tapi saudara-saudara sekalian saya ingin mengakhiri uraian saya, saya sungguh mendukung karena bagi saya tidak ada persoalan politcal will. Kalau undang-undang tentang partai politik itu berhasil, kalau amandemen terhadap undang-undang dasar itu serius, maka bukan persoalan yang tadi tentang politicak will dan kesadraan yang sudah berubah secara teoritis, maka apa langkah pertamanya.  Ada pepatah Cina yang mengatakan perjalanan sepuluh ribu li itu harus dimulai dari the first step. Tidak ada di dunia ini yang akan terjadi tanpa langkah pertamanya. 

Jadi ketika saya jadi anggota …apa tim…tim dan sebagainya …peduli amatlah, yang penting bagi saya adalah what the first step. The first step bagi saya adalah saya nyatakan waktu itu bagaimana caranya menutup the financing debt,… that is all, sebab tidak mungkin ada satu negara dan bangsa yang berjalan seidealis apapun tanpa adanya dana dalam budget, ya nggak jalanlah negara itu. Makanya saya waktu itu nggak pakai visi dan nggak pakai suara di GBHN, pokoknya saya seperti orator, saya yakin bangsa ini sudah tidak perlu berbual-bual lagi di forum. Hanya sekedar mulai dari controlling the financing debt. Sesudah dua tahun lihat saja hasilnya. Ketika saya harus memperpanjang pelaksanaan kerjasama dengan IMF… satu tahun lagi akhir tahun 2002 atau 2003 …. Insya Allah kita siap.

Jadi saudara-saudara sekalian, bukan soal apa komite pengasuhan ini, tapi yang saya tagih first stepnya apa. Sudah, jangan kita ragu bahwa secara teoritis sudah berubah,lonsep sudah berubah. Kalau saya nya ya itu tadi.. Undang-undang partai politik bahwa tiga puluh calon legislatif harus perempuan. Kalau itu sampai tidak bisa ya bagaimana yang lain. Bayangkan saja yang ada dalam undang-undang saja tidak bisa.  Insya Allah kalau yang tiga puluh persen ini sudah, maka kita bisa lanjut untuk berkampanye secara politik, harus diajari berpidato, berdebat dengan tanpa kehilangan kesabaran. Sebab kesabaran itu perlu belajar tentang kesabaran. Jadi saya asyik juga ya lihat debat di parlemen, di luar negeri bisa sampai lempar kursi, di Indonesia tidak pernah kita lihat walaupun sidang sampai lima- enam jam.

Jadi saudara-saudara sekalian tigapuluh persen ini harus dipenuhi, sesudahnya calon legislatif ini kita tingkatkan kemampuannya  memanfaatkan lembaga legislatif dan bagaimana untuik mempengaruhi pengambilan keputusan. Tapi dengan sendirinya akan terbukti dimasa akan datang. 

Anda sudah melakukan kewajiban, betul-betul pleasure on your right, tapi yang paling penting ya langkah satu itu . Dan langkah satu itu sudah makin mendekat waktunya, saya sudah didesak oleh pak Nazarudin bagaimana caranya Wah bisa saya cari dengan yang paling canggih untuk dalam waktu sembilan jam atau satu hari sudah tahu hasilnya.

Tapi yang saya gelisah adalah pemenuhan tugas dari partai politik, dan sebagai yang bertanggung jawab dalam pengeluaran dana saya tentunya berkepentingan dipenuhinya participant.

Baiklah, saya menghormati workshop satu dan workshop dua yang direncanakan, bagi saya barangkali harus ada meeting diantara tokoh-tokoh perempuan bagaimana caranya agar partai politik melengkapi apa yang sudah digariskan dalam undang-undang partai politik. Dan semoga saya melihat betul-betul mencuatnya ini ke atas, karena hanya kaum perempuan yang pada akhirnya bekerja sekuat tenaga untuk membantu.

Pada akhirnya bagi saya yang sebenarnya  partai saya sebenarnya  partai Universitas Indonesia dan pak Budiono partai UGM, di kabinet ada 4 apa lima birokrat, MENKIMPRASWIL, Pertanian dan Luar Negeri.  Setiap kali kita bicara persoalannya adalah reformasi harus dilakukan.

Demikian saudara-saudara sekalian, selamat atas inisiatif ini dan saya menunggu your first step, dan nanti kita bisa lihat dan mungkin kita bisa panggil ketua KPU dan kemudian semua tokoh-tokoh partai politik di Indonesia untuk disampaikanlah bagaimana sasaran yang diinginkan oleh undang-undang tersebut dapat dilaksanakan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya.

Wabilahi taufik wal hidayah

Wassalamu'alaikum warrohmatullohi wabarokatuh

Discussion Session 

Ibu Lorraine Corner (UNIFEM)

Asal proyek : Pengalaman di Indonesia, tapi bukan tentang ekonomi tapi justru di bidang  kekerasan terhadap perempuan. Dulu UNIFEM punya program dari UPW dengan NGO-NGO mengenai Kekerasan Terhadap perempuan. Untuk menyusun satu plan or action, karena  banyak plan of action yang tanpa action. Makan waktu hampir 18 bulan dan prosesnya menggunakan memakai POKJA mengenai beberapa aspek dari kekerasan terhadap perempuan. Dan ditiap pokja ada  Anggota POKJA yang dari pemerintah Pejabat, LSM. Hasil yang sangat baik adalah masing-masing isue terhadap kekerasan terhadap perempuan dan juga 

Pengertian perspektif masing-masing. Pejabat  mungkin lebih cepat tangkap proyek itu tanpa perspektive dari pada LSM, daripada LSM tangkap perspektive pemerintah. Tapi akhirnya ada komunikasi yang jauh lebih baik pada akhirnya. Dan itu yang ingin dilihat dari proyek ini. Namun kita tidak memakai 18 bulan. Nanti akan ada 2 tahap lagi . Tahap ke II bisa mulai diakhir tahun ini dan Tahap III selesai pada  akhir tahun depan. Dalam proyek ini, justru proses yang paling penting. Karena hasil yang mau dilihat bukan studinya tapi akan ada studi. Yang ingin dilihat adalah dialog antara kaum ekonom yang belum biasa dengan istilah gender, belum berpikir peran perempuan apa.  dan kaum perempuan yang belum biasa dengan istilah ekonom, anggaran dan kebiajakan. Tapi masing-masing punya perhatian penting sekali. Tujuan Proyek ini adalah untuk membina suatu komunikasi dan pengetahuan anatra dua pihak supaya dua-duanya bisa berperan dalam mengemban keputusan dalaqm perspektive ekonomi. Kalau pak Jatun berhasil dapat 30 % perempuan dalam  dewan, bagaimana dampaknya kalau mereka masuk Dewan, belum jelas. Kalau dilihat di negara-negara lain cenderung adalah kebijakan ekonomi tetap ditangani laki-laki. Tapi di rumah tangga justru anggaran RT dipegang perempuan, tetapi dibidang formal mereka agak enggan. Itu harus diubah. Dan persepsi  kaum laki bahwa perempuan tidak terlibat disini, mereka tidak perlu perlu. Persepsi itu harus diubah. Jadi mengharap suatu proses dan proses harus sangat inklusif’ tidak ada orang yang harus dipinggirkan  dari segi di departmen maupun masyarakat. Diharapkan dari Task Force juga ada wakil dari LSM. Sekarang Indonesia mulai demokratis, berarti LSM harus masuk juga. Belum ada anggaran tapi nanti dalam tahap propinsi dan kabupaten sangat penting.

Yang kedua kenapa pakai Hak Azasi perempuan. Biasanya Hak Azasi Manusia, apakah perempuanbukan manusia. Karena HAM biasanya memang disusun oleh lelaki. Konvensi I untuk Human Right  sangat mementingkan tentang Symbol and Political Right. Symbol and Political Right sangat pentig untuk lelaki. Akhir Tahun 40-an laki-laki sangat terkurung oleh ketidak ada  hak-hak  politik. Mereka dimasukkan penjara, dipukuli dsb. Kalau terjadi pada perempuan pada waktu itu barangkali tidak.  Tapi kalau tidak ada informasi seakan-akan tidak terjadi. Hal-hal barang kali terjadi tapi pada waktu itu orang tidak lihat. Otomatis laki-laki yang menyusun HAM  mementingkan hak-haknya   Cuma nanti masuk hak culture dan Hak clausule .  Padahal  awal dari proyek untuk belajar hak-hak azasi manusia, saya gunakan Women Economics Right . kemudian itu tidak boleh. Tapi confention untuk sosial Economics Culture Right. Mereka bilang ini salah. Karena prinsip dari Human Right adalah mereka indisible, tidak bisa dibagikan, ini economic, ini political, ini  social, tidak boleh, tidak mungkin. Karena itu kami memakai istilah Women Human Right from Economics perspective  atau kadang-kadang Economics dimention of human right. Koreksi dari Bu Oemi, “dalam persective ekonomi” harus “dari”. Kalau dalam bahasa Inggris, “from economics perspective” is clear. Tapi dalam, “in”  seakan-akan mendefinisi “in there”. Bukan.  Human right is out here. Mungkin bisa from economics perspective, from political perspective, from  culture perspective. Tidak bisa dibagi-bagi. Pendekatan disini dari pendekatan ekonomi, sosial dan pendekatan kedaerahan. Istilah Economics Policy from Women Human  Right perspective is OK. Tujuan is OK. (Bu Tatiek : Economics Policy, itu berbeda, maknanya berbeda) . Sedikit berbeda tapi tujuan proyek adalah dialog antara dialog antara kaum perempuan yang mementingkan Human Right dan kaum ekonom yang mementingkan kebijakan ekonomi.  Dua-duanya memakai pendekatan yang bernuansa gender. Berwawasan gender berarti eksplisitly mengakui bagaimana memakai pengertian bahwa Perempuan dan laki-laki berbeda. peran yang berbeda, punya prioritas beda karena ada peran yang beda. Dan sering kebijakan ekonomi ada dampak yang beda pada perempuan dan laki. Contoh :  kalau ibu pulang kerumah, bapak duduk-duduk nonton TV,  sementara ibu (ada pembantu) ngecek karena tanggung jawab  apakah masakan sudah baik disediakan pembantu, anak-anak sudah mengerjakan PR, dsb. Tapi saat ini legislatif sudah dilihat dari aspek berwawasan gender oleh ibu-ibu  dan juga dari studi yang dilakukan oleh ibu-ibu. Tapi regulation/ peraturan belum dilihat umumnya, sedikit, tapi umumnya tidak dilihat. Untuk membuat dialog satu langkah kita turun ke peraturan adalah , ahli peraturan sebenarnya ada di department, bukan di LD atau LPEM. Justru di departmen. Berarti mereka bisa masuk ke Task Force sebagai ahli, mungkin sebagai anggota. Kalau LD & LPEM,  akan sangat tergantung pada pejabat2, untuk dapat informasi dan membantu mereka untuk melihat dari perspective gender. Misalnya dampak dari konsep KRT.  Waktu ke Indonesia awal tahun 80-an, ada sejarah dari peraturan legislation  bahwa benefit untuk buruh-buruh diberikan pada RT, KRT dan bukan untuk perempuan. Hal ini berasal dari sesudah tahun 65. Sebelum itu tidak ada peraturan mengenai benefit untuk KRT Sesudah th 65 an dari perspective ekonomi mereka ingin mengurangi ongkos, satu cara adalah untuk membatasi bagaimana mengatasi berdasarkan pada. Bahwa dalam satu keluarga si KRT (suami) itu bertanggung jawab untuk mensupport keluarga. Berdasarkan alasan2 itu benefit2 juga dibatasi pada KRT, padahal  menurut info Ibu Meyling , 12 %  KRT di Indonesia adalah perempuan. Tapi mereka juga  tidak dikasi benefit. Otomatis ini menjadi diskriminasi. Dan berdasarkan KRT dan tidak bermaksud mendiskriminasi seperti itu dan sebelum didukung peraturan itu dirubah tidak mendikriminasi sebenarnya. Aspek2 seperti itu bisa terungkap kecuali dari proyek ini. Dalam tahap II nanti Ibu Sudarti dan rekan-rekan sangat berperan karena kami ingin lihat pertama dari segi hukum apalagi peraturan, kedua dari segi kenyataan. Kalau kita lihat data,  sebenarnya, tapi kalau hasil untuk perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Dan Ibu Sudarti & rekan sudah melakukan studi berdasarkan data , sensus , susesan, dsb. Dilihat dari sisi department, Departmen punya banyak data yang sebenarnya belum dilihat dari pendekatan ini. Data mengenai gaji, benefit Yang diterima oleh siapa, sekolah , kesehatan. Bagaimana ini bisa dilihat dari sisi hak asasi perempuan dan dari perspektive gender . Justru pejabat-pejabat dari departmen yang ahli dalam data. Bukan BPS lagi. BPS ahli dalam bagaimana data bisa dimanfaatkan secara tehnis dan bagaimana bisa dihubungkan dengan misalnya sensus atau susenas. Tapi data apa yang ada barangkali BPS belum tahu. Sedikit tahu tapi barangkali belum sadar.  Tahap II ingin lihat dari data. Kemudian tahap III, Task Force dari pejabat yang berbeda ada satu ahli peraturan yang lain ahli data. Dua-duanya digabungkan untuk mengenal.  Seharusnya dari peraturan begini  ternyata dari data begini. Bagaimana gender berperan untuk menghasilkan bedanya. Untuk masing-masing tahap ada Workshop, ada consultan  yang akan akan berperan sebagai fasilitator bukan peneliti saja. Supaya yang berperan justru Task Force, yaitu pejabat-pejabat dan tokoh-tokoh. Indonesia akan menjadi contoh pertama apakah proses ini ada gunanya atau tidak. Sangat tergantung pada, LD, LPEM dan ibu-ibu, bapak-bapak, departmen-departmen untuk lihat apakah kegiatan ada gunanya supaya kaum perempuan dan kaum ekonomi bisa saling dialog dan pada akhirnya dua-duanya bisa kasih input pada kebijakan ekonomi.   

Ibu Sudarti Surbakti (CBS)

Mencoba mengungkapkan  bagaimana ketersediaan data di departmen-departmen. 

Sebelum otonomi daerah, mencoba mengamati bagaiman perkembangan ketersediaan data di departemen-departemen 

Setelah otonomi daerah terlaksana, departemen kehilangan akses untuk memperoleh data-data. Jadi  flow informasi dari bawah tidak berjalan. Mungkin departemen belum memberikan juklak atau petunjuk teknis mengenai bagaimana kelangsungan pengumpulkan data yang biasanya dilakukan ---> Jadi sistem dari departemen terganggu.

Bagi BPS, BKKBN, Kehakiman  yang tetap berlaku vertikal yang belum diotonomikan masih bisa punya kontrol terhadap flow of information yang dari bawah. 

Departemen Kesehatan, pendidikan, pertanian  yang dulu datanya sudah lancar dari bawah keatas sekarang mandeg. Mungkin ada di kabupaten karena, dulu dari lapangan ke kecamatan, ke kabupaten, terus ke kanwil di propinsi, lalu dikirimkan ke pusat,. Sekarang tidak ada lagi. 

Sekarang banyak tugas-tugas pengumpulan data  yang seharusnya data itu sebagai program dari administrasi record menjadi kosong. Data itu kemudian terpaksa dititipkan pengumpulannya di BPS, yang community base dan nggak selalu sama community base function dengan administratif  record. Karena kalau kasusnya langka , sampelnya harus besar. BPS punya keterbatasan dalam bidang anggaran.

Oleh karena itu barangkali  akan ada kendala dalam tahap II, dimana kita harus pergi ke departemen kemudian mencari data. Jangan-jangan datanya belum ada karena sistem informasi di tiap-tiap departemen terganggu dengan adanya 

Ibu Lorraine Corner (UNIFEM)

Apakah tahap II bisa usaha untuk adress issue ini. Berkaitan dengan ingin mengganti istilah mainstreaming. Mainstreaing sekarang harus mulai berubah. 

Dulu pendekatan mainstream, adalah kaum perempuan ingin masuk ke mainstream, tapi mainstream akan kemana dan macam apa itu tidak  bertanya. Kita selalu diluar, hanya melihat issue sendiri, perempuan ini, kekerasan perempuan masuk ini, tanpa bertanya apakah mainstream itu cocok. Kearah yang dituju atau tidak. Sekarang harus dirubah untuk membuat kontribusi sama dengan lelaki untuk memutuskan mainstream itu bagaimana mau kemana. 

Contoh: Suatu proyek yang sebenarnya proyek gender juga bisa mengatasi mainstream issue. Tidak usah selalu melihat mainstream issue. Dulu pakai istilah gender mainstream, sekarang tidak lagi. Karena Sebenarnya tidak ada satu studipun yang tidak berwawasan gender. Semua studi harus dilihat dari perspektive gender. Dulu  semua statistik dilakukan dengan pendekatan metodologi yang buta gender. Satu contoh didunia, suatu pengumpulan data diengenderkan itu Di India dan Nepal,  Sensus  2001. Masing-masing negara memakai proses 2 tahun.  Untuk mengenderkan proses mengumpulan data dari a-z, dari gender mainstreaming untuk metode, untuk meninjau kuesioner, clasification, gender,  untuk pewawancara, untuk topik lain dsb. 

Berarti mengenderkan statistik, adalah beberapa aspek 

Coverage –  kalau melihat sistem statistik sekarang lebih banyak coverage untuk  kegiatan laki-laki dari pada perempuan. Kegiatan laki tercatat dalam data yang disediakan dalam studi-studi sistem. Tapi kebanyakan pekerjaan rumah untuk perempuan tidak sama sekali kecuali negara  yang mempunyai time alication study. Dan kadang-kadang tetap tidak memakai data itu untuk mengambil keputusan. Jadi sebelum sistem punya data hampir sama untuk laki & perempuan, memang tidak diengenderkan. Semua data yang ada di sistem harus dikumpulkan dari pendekatan gender. seperti data finance , trade. Pak Jatun ingin data dari Bank menurut jenis kelamin borrower.  Bank tidak bisa memberikan, karena Bank tidak menyediakan data peminjam menurut jenis kelamin dari borrower. Padahal sebenarnya bisa. Karena pak Jatun memberi dana yang cukup besar untuk Bank untuk program khusus untuk perempuan. Tapi tidak mungkin karena bank tidak menyediakan data. Dan karena program dimaksudkan untuk perempuan yang umumnya meminjamkan uang yang  kecil, seorang saja, masalah borrower  tidak menjamin

Data Trade untuk tenun yang cukup penting untuk perempuan, tetapi  tidak  muncul di statistik trade. dianggap tidak penting sama sekali. Padahal sangat penting untuk export asal diperbaiki qualitynya. Jadi sekarang sistem statistik pada umumnya belum berwawasan gender sama sekali, belum diengenderkan. 

Masuk gender dari permualaan jauh lebih mudah dari pada bu Sudarti sudah punya sistem yang sudah jalan , otomatis, gampang  tapi sulit untuk masuk gender 

Nepal & India perlu waktu 2 tahun sebelum sensus  untuk mengengenderkan proses. Hanya sensus yang lainnya belum.

Ibu Imas Imas Sidik (IWAPI)

Bagaimana cara kerja komite ini, karena IWAPI juga anggota dari komite penanggulangan kemiskinan , sudah 1 tahun hanya diskusi-diskusi Anggota komite adalah menteri sedangkan yang kerja yang dibawah menteri. Gugatannya aneh apalagi yang dilibatkan pemerintah artinya aparat-aparatnya. Kalau anggotanya menetri dan kalau rapat yang datang selalu ganti, karena tidak ada orang yang khusus menangani komite ini, akibatnya pembicaraan selalu mentah lagi.  Mau saja nanti datang dan akan ditunjuk orang khusus, tapi harus ada honor khusus. Tolok ukur komite penaggulangan kemiskinan ini apa? Karena IWAPI hanya pemain, bukan kebijakan , maka dikerjakan sebatas kemampuan. IWAPI punya MOU dengan BNI  Yang bisa memberi kredit 10 juta kebawah tanpa agunan. Atau dengan bantuan pers project Canada bisa  memberi kredit circle pada ibu-ibu RT  yang punya proyek khusus untuk Indonesia bagian Timur. Tapi ini keberhasilan IWAPI.

Jalannya nanti bagaimana mengingat anggotanya adalah mentri

Nanti siapa yang ditugaskan menggiring komite ini

Sehubungan dengan Otonomi Daerah.  kalau  IWAPi vertikal, pusat ada Jakarta , kalau ada MOU, langsung ditembuskan ke daerah, dan bank juga MOU nya langsung ditembuskan ketingkat daerah. MOU yang sebelumnya hanya sebatas MOU. Ada ditingkat pusat tapi didaerah tidak ada. Akibatnya setiap kali ada pertemuan, rapat, rakernas, akan diserang. Solusi, menteri, atau direktur  dibawa ke daerah. Bahwa MOU itu benar bukan bohongan. Supaya dialog di daerah bisa tercapai. Tapi ini tidak mudah.  Contoh, Hari keluarga nasional di Lumajang, setelah itu keluar ya hilang lagi. Padahal kan penandatangan didepan presiden. Harus ada pengawal khusus. Jadi apa ini LD atau LPEM. Padahal LD atau LPEM kan tidak punya kaki tangan di daearah. 

IWAPI provokasi didaerah untuk bisa jalan

Jadi kaitan dengan ekonomi, nanti langkahnya seperti apa, step-stepnya apa, Tolok Ukur keberhasilan Komite itu apa. Jangan sampai keberhasilan orang lain diaku. 

Ibu Lorraine Corner (UNIFEM)

Justru untuk pelaksanaan anggota Task Force, seperti pada Kekerasan terhadap perempuan, anggotanya pejabat  pada operasional level dan ada satu/dua orang yang ditugaskan yang akan tetap ikut. Dan diharapkan akan dijalankan pada proyek ini. 

Ditingkat daerah, unifem anggarannya kecil. Proyek ini sebagai pilot, untuk uji coba apakah pendekatan ini, ada gunanya berhasil atau tidak. LD mengharap ke tahap propinsi, tapi tergantung apakah ada anggaran, kemungkinan pada tahap nasional dan kalau sudah jalan apakah bisa dilaksanakan pada tahap propinsi.

Kalau tahap propinsi tidak mungkin dilaksanakan oleh LD or LPEM. Tapi barangkali  PSW. Harus berunding dengan anggotadari  tahap nasional. Jadi bisa dilaksanakan oleh LD atau LPEM atau mungkin PSW. 

Ibu Sri Harijati Hatmadji (LD-FEUI)

Menanggapi pembicaraan IWAPI, proyek ini agak berbeda dengan kemiskinan, karena kemiskinan sudah jelas, ada uangnya dan bagaimana cara uang dibagi. Tapi kalau ini ada masalah terkait dengan hak, right, 

Tahap berikut dengan merekrut konsultan dibidang hukum. Dan mereka akan menjadi fasilator dari Task Force. Kalau dalam komite itu menteri-menteri dan kepala lembaga, nanti dalam  Task Force maksimum adalah eselon II dan III karena eselon I tidak ada waktu. Jadi ada beberapa task force. Dan yang disoroti adalah hukumnya, kenapa tidak jalan, apa regulationnya. Jadi perlu konsultan hukum, yang terkait dengan ekonomi kenapa terjadi stug, diskriminasi. Ini startnya berasal dari CEDAW. Kenapa sudah 20 tahun, CEDAW dibidang ekonomi khususnya, kalau dilihat reportnya yang ekonomi tidak maju. Jadi kita ingin tahu kenapa terjadi diskriminasi. 

Indikator belum di bikin, tapi bisa dirancang. Katakanlah  berapa peraturan yang bisa ditangani. Memang sulit tapi akan dicoba.

Dana memang kecil, tapi bisa minta pak Jatun.

Dian cs yang terbiasa dengan masalah perempuan, bisa membantu untuk menyorot kisah-kisah yang terkait dengan ekonomi, jadi agak sulit sedikit.

Ibu Imas Sidik 

Masalah budaya  yang tidak tertulis

Menurut pengalaman, kalau bicara dengan perbankan secara legal tidak ada diskriminasi. Masalahnya ketika masuk kesatu bank “anggapan” bahwa wanita itu misalnya tidak serius. Itu hanya “anggapan” . jadi kalau komite ini hanya membahas legalnya, khawatir masalahnya tidak ketemu. Karena legalnya. Padahal yang ada itu masalah budaya yang tidak tertulis. Kalau hanya melihat hukumnya dan tidak melihat proses ketika mau lobi, mau negisiasi, karena beratnya disitu.

Tapi kalau mau melihat Law nya saja tidak akan ketemu.

Ibu Sri Harijati Hatmadji 

Di swasta, Perempuan bekerja dianggap lajang.

Kenyataannya perempuan yang bekerja dianggap lajang. Jadi tidak mendapat tunjangan. Ternyata tidak ada peraturannya (menurut pak Yakob). Tapi prakteknya ada.  Jadi arahnya kesana, peraturan tidak ada tapi prakteknya ada. Menurut pak Yakob supaya jangan sampai overlapping,  double counting, artinya suami dapat, istri dapat. Mengapa tidak diatur dulu. Dan itu lebih banyak terjadi di swasta. Karena kalau di negeri, tidak. 

Usul bagaimana supaya tidak terjadi  seperti itu. Jadi bukan hanya  spesifikasi law yang formal. Bukan itu saja  tapi juga hal-hal lain termasuk budaya yang oleh swasta dianggap law. 

Jadi bukan hanya law tapi juga budaya yang dianggap law.

Ibu Lorraine Corner

Barangkali ada aspek lain dimana sebenarnya dalam peraturan under diskriminasi, misalnya pinjaman harus tercakup dalam collateral. Tetapi kemudian hak tanah, hak rumah, semua  pakai nama laki-laki, berarti ada diskriminasi. Ini pengertian dari CEDAW. dan sering pejabat tidak mengerti. 

Tapi kenyataan ada diskriminasi karena situasi perempuan beda dari pada situasi laki. 

Bapak Yusuf Supiandi (Deputy, Ministry of Women’s Empowerment)

Judul : Pembentukan Komite Penasehat Nasional mengenai hak asasi perempuan dalam perspektive ekonomi.  Memasukkan gender issue  di ekonomi saja sudah sulit, apalagi human right perempuan. Untuk orang-orang yang aktif di ekonomi sepertinya hak asasi itu gak ada. 

Tapi berdasarkan pertimbangan fokus untuk di ekonomi penting. Karena kalau para Ekonom-ekonom yang terkenal untuk memasukkan issue gender sangat jarang. Gender budget dan gender budget spesialis sangat jarang/ tidak ada. Untuk mengawinkan gender dan ekonomi itu sangat jarang 

Proyek ini sangat bagus, hanya langkah kita harus bisa membuat data dan analisis sejauh mana masih terjadi kesenjangan. Kesenjangan antara laki dan perempuan dibidang ekonomi. Menjadi sangat penting data statistik gender.  Itu yang kita perlukan. Kita bukan butuh gender statistik tapi statistik yang responsive gender. Jadi kalau kita membuat buku yang secara khusus statistik gender yang lainnya biasa-biasa saja itu juga menjadi tidak penting. Jadi kita ingin seluruh statistik apakah yang isinya primer atau sekunder, yang sektor-sektor  itu yang  responsive gender. sehingga khusus untuk bidang ekonomi kita perlu yang mengarah kesana. 

Jadi aktivitas yang dilakukan adalah bagaimana kita membuka mata para pakar atau pejabat di lingkup ekonomi untuk melihat bahwa laki & perempuan, khususnya perempuan masih banyak hambatan dalam berbagai aktivitas ekonomi.

Setuju dengan IWAPI. Kalau cenderung hanya mengupas pada legal aspek, memang beberapa hukum katakanlah per-bank an, memang tidak melakukan diskriminasi, laki-laki atau perempuan, boleh. tapi pada saat shift petugas, dia akan datang seorang laki-laki, maka dia akan otomatis, OK mana syarat-syaratnya. Cukup. Tapi kalau datang ibu Imas, ini syaratnya ada, pasti dia akan tanya, mana istilahnya, ada sesuatu nggak dari suami dsb, dsb. Aturan nggak ada, implementasi seperti itu. Jadi kebudayaan dan Culture yang ada.

Seumpama akta, peraturan agraria semua laki dan perempuan, boleh. Tetapi keterbatasan perempuan untuk akses karena waktu, dsb, dsb, maka dia secara tidak sadar akhirnya membatalkan akta atas namanya, ini urusan suami  karena harus ke anu, anu, dsb, dsb. Jadi sebenarnya infra struktur yang baik disitu. Bukan budaya. Jadi masalah infra struktur, tidak hanya budaya. Juga Infra struktur yang memudahkan perempuan untuk bisa langsung kesana. Jadi ada masalah culture, ada masalah infra struktur. Mungkin justru masalah yang penting justru masalah infra struktur. Untuk bisa mendukung untuk perempuan bisa akses ke berbagai sektor. Ini yang harus ditemu kenali dalam studi ini. 

Ibu Siti Oemijati Djajanegara (LD-FEUI)

Ada 2 persoalan yang dikemukakan pak Yusuf. pertama,  pengenalan tentang persoalan  gender, masih banyak sekali  yang tidak jelas, apalagi pindah ke  perspektive ekonomi. Karena persoalan ekonomi itu bisa sangat  bersatu dengan yang non ekonomi. Jadi ini nanti pemaknaan dan pendifinisian itu juga akan menjadi maslaah. 

Usul bahwa ada ada 2  kegiatan yang paralel :

Yang mengakses dan mempelajari hukum-hukum form yang formal 

Mengadakan Pertemuan dengan orang-orang yang mengenal persoalan-persoalan  lapangan secara sangat, mungkin tidak sistimatis,  tidak tertata. 

Ternyata kita tidak tahu tentang keadaan di lapangan. Apa saja tidak tahu, sebetulnya. Maka waktu otonomi, jadi ribut sekali karena kita tidak tahu lapangan kita sebetulnya isinya apa. 

Otonomi itu apa yang terpenting yang mau diurusi. Bagi bu Oemi, pemenuhan kebutuhan dasar. Tapi orang bicara otonomi bukan itu, tapi pemindahan kekuasaan, keuangan, dsb. Pengenalan apa yang  terjadi di lapangan banyak sekali yang tidak tahu. 

Karena yang diinginkan adalah prosesnya, maka ukuran keberhasilan kita nyatakan dalam persoalan prosesing. yang sangat penting adalah segala kegiatan ini menimbulkan cara berpikir baru. 

Intinya kita harus punya cara berpikir baru. 

Ibu Dian Kartika Sari (Koalisi Perempuan)

Kelihatannya peraturannya tidak mendiskriminasi. Tapi kalau ditelusur ternyata peraturannya mendiskriminasi. 

Misalnya ketika ada lokakarya  gender budget di daerah, kita  menanyakan ke  pertanian, “apa yang dibuat untuk kelompok perempuan”. Yang terpikir pada para  kepala dinas pertanian :  “untuk apa perempuan”. 

Ternyata disurat keputusannya, definisi tentang petani itu adalah laki-laki, sehingga seluruh programnya dibuat untuk laki-laki. Demikian juga di kelautan, definisi tentang nelayan itu adalah laki-laki yang melaut. Tetapi di kehidupan masyarakat di nelayan Muara Angke misalnya, setiap orang yang menggantungkan hidupnya pada laut adalah nelayan. Sepertinya tidak ada diskriminasi. Tetapi kalau diakar persoalan yang betul kita tahu, oh para pengambil kebijakan mempunyai definisi yang berbeda dengan masyarakat yang ada dibawah. Karena kalau kita tanya pada ibu-ibu dibawah, “kenapa ya laki-laki dapat, dan kita tidak”.  Padahal kita juga petani. Ternyata di para pengambil kebijakan itu berpikir, bahwa petani itu laki-laki.

Sama halnya dengan usaha kecil. Semua proses untuk membuat SIUP, itu standardnya dibuat untuk para pengusaha besar. Tidak ada kemudahan sedikitpun untuk para pengusaha kecil. Padahal sebagian besar perempuan karena aksesnya untuk pendidikan itu kecil maka dia akan lebih sulit, mengalami kesulitan kalau persyaratannya serumit itu. Perlu kejelian untuk melihat akar di balik itu. 

Kasus karyawan misalnya beberapa ibu-ibu, kita sudah membuat data dan dia  mengatakan bahwa 90 % penghasilan karyawan itu dari yang menghidupi karyawan adalah surat. Tetapi begitu sulitnya mereka mengurus SIUP menyulam, kerajinan menyulam yang sampai diexport. Tetapi begitu sulitnya mereka mengurus SIUP, sampai kemudian muncul ide mungkin Pariaman harus berdiri menjadi kota sendiri, tidak menjadi bagian dari propinsi, karena sulit untuk mengurus  semua surat-surat. Dan berdirinya kota Pariaman itu pelopor-pelopornya adalah sektor informal, perempuan. Karena yang muncul dari mereka adalah kesulitan-kesulitan, karena kita bahasa Inggris nggak bisa. Minta pameran-pameran, difasilitasi untuk dibahasa Inggriskan brosurnya, pemerintah nggak mau. Minta dibuatkan ijinnya, supaya bisa ngambil kredit, nggak mau. Jadi persoalan-persoalan itu kemudian mendorong mereka untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu sampai seperti itu kalau kebijakannya cukup sensitif. 

Kenapa perempuan tidak menandatangani surat-surat. Karena menurut hukum perdata, disebutkan bahwa perempuan dibawah pengapuan. Tidak boleh menandatangani segala sesuatu. Yang menandatangani harus suami. Dan itu baru mulai disebutkan bahwa perempuan dan laki laki mempunyai perlindungan hukum yang sama tahun 1974, ketika ada UU Perkawinan. Sudah 30 tahun, dan desa-desa belum tahu. Dipikiran mereka, bahwa perempuan itu tidak boleh tanda tangan. 

Ibu Sri Moertiningsih (Deputy, Coordinating Ministry of Social Welfare)

Formulir yang sekarang memang susah diisi oleh perempuan. Contohnya Formulir  KPKPN dibuat untuk laki-laki. Sehingga perempuan yang bekerja dan mempunyai jabatan, sulit untuk, termasuk properti itu dibuat seolah-olah milik laki-laki.  

Kalau mengundang Pejabat yang topicnya ada hubungannya dengan gender   biasanya yang datang perempuan. 

Pesan kepada bu Tatiek bagaimana untuk menarik bapa-bapak sebanyak-banyaknya. 

Anggota Pokja kalau di bidang operasional, eselon III, tapi mereka  tidak punya kekuatan untuk  mengambil keputusan. Jadi kalau mau eselon II, cocok, tetapi kadang-kadang eselon II juga harus …, nanti ada syarat atau mungkin yang proaktif penyelenggaranya agar selalu ada notulen.  Jadi maju berdasarkan notulen yang kemarin. Jangan seperti cerita IWAPI jalan ditempat. 

Bagaimana menghadirkan bapak-bapak sebanyak mungkin, karena mereka yang membuat formulir. Buat formulir saja nggak mikir gender. 

bu Hera Susanti (LPEM)

Mencari komunikasi diantara pemerintah, legislatif, masyarakat termasuk pengusaha dan LSM.

Kenapa bapak-bapak tidak tertarik masuk kedalam issue gender, kalau begitu datang dibebani kasus-kasus dibawah dibawah. Pengalaman waktu mengundang bapak-bapak terutama dari Bappenas, keuangan dan menko ekuin, mengalami banyak bentur.   Pertanyaannya kenapa musti kita, kenapa nggak ke pengusaha-pengusaha, toch ini untuk kepentingan kalian.  Seperti menghakimi.  

Usul, apa yang akan dibicarakan seperti apa. Dan mungkin juga  harus bicara dari sesuatu hal yang relatif netral, mungkin dari hukumnya, dan implikasinya seperti apa. dari cara berpikir yang logis. 

Yang penting bagaimana semua mau mendengar. Yang pertama komunikasi supaya orang yang tidak tahu tentang gender, juga tidak merasa terancam. 

Bu Siti Oemijati Djajanegara 

Justru ada komite ini karena adanya pak jatun. Jadi pak Jatun lah first step nya. 

Ibu Lorraine Corner

Work shop isinya apa ? Semua masih belum jelas, bagaimana mengoperasionalise pendekatan berwawasan bukan hanya gender saja. Menurut Lorrain pendekatan berwawasan … harus berwawasan gender. Tetapi sekarang apakah lebih baik  Work shop I lebih baik topicnya engendering economics , daripada  menakutkan orang-orang.

Ibu Sri Moertiningsih 

Cari sebab mengapa seperti “menghakimi diri sendiri”. Karena kalau memperjuangkan perempuan seperti memusuhi laki-laki. Paradigma bapak-bapak 

Seperti di MMB no. 3 kalau bu Toening bicara seperti memusuhi . 

Sekarang bagaimana strategi komunikasinya, supaya didengar dulu. 

Jadi masuknya dari mana ? Kita harus mengkemas seapik mungkin melalui pembicaraan pak Jatun. Sehingga semuanya itu masuk ke logic mereka. Kadang-kadang kita ini disebut logicnya nggak sama. 

Kalau mengundang pak Yusuf Kalla, dari eselon III ada komentar :  Kita sudah memperbolehkan perempuan pakai celana panjang, mau apa lagi. 

Ibu Imas Sidik (IWAPI)

Sebelumnya lebih diteriakkan perempuan daripada ekonominya. Ternyata kurang berhasil, walaupun gaungnya ketika itu presidennya pak Habibie, diterima, tapi gaungnya kurang. Mereka merasa disalahkan padahal kurang perhatian apa kami pada perempuan. Setelah itu setnya, yang diajukan selalu perempuan itu punya potensi, perempuan itu membantu pembangunan ekonomi. Jadi bahwa perempuan itu menunjang keberhasilan Indonesia, menunjang keberhasilan bapak-bapak pejabatini. Digiringnya dari situ dulu. Ketika merasa tidak terhakimi baru, apa yang bisa kami bantu untuk lebih meningkatkan perempuan.  Pengalaman IWAPI. Awalnya lebih teriak, bagaimana hak perempuan, bagaimana mendirikan bank khusus untuk perempuan, scheme khusus untuk perempuan. Tapi itu tidak masuk. 

Strategi dirubah, kami punya potensi, ekonomi dll, kita bangun, kita tunjukin keberhasilan, baru digirng mereka, sehingga akhirnya bank-bank mau membantu, sehingga IWAPI bisa menjadi penjamin bagi usaha kecil perempuan untuk kredit-kredit yang tanpa agunan. 

Karena banyak bergaul dengan laki-laki, jadi ngerti. Kalau nggak, mau apa sih, kok macem-macem, hak asasi segala, memangnya nggak dikasih hak asasi. Terlalu ektrem. Jadi malah narik diri dan ketika masuk kedaerah (tadi dikatakan 34 tahun) itu berat lagi. 

Kalau bicara soal ini Jakarta tidak bisa dijadikan tolok ukur. Itu sebabnya harus didaerah, entah tempatnya dimana, work shop harus didaerah, sehingga gemanya itu didengar.

Bapak Yusuf Supiandi

Usul Lorraine bagus berkaitan dengan work shop I, lebih baik yang netral-netral dulu. Berdasarkan pengalaman issue gender saja, apalagi hak asasi perempuan akan menjadi semacam resisensi yang cukup tinggi. 

Peraturan tidak ada yang menyimpang  dari itu. Bagaimana kita membuktikan bahwa masih ada hal-hal yang menyimpang. 

Waktu design awal dan atas usul menkuin diusulkan menko kesra menjadi ketua. Kalau menko kesra jadi ketua agak deg-deg-an juga karena , waktu menyusun Repeta yang I, kami buat edaran kepada seluruh menteri dengan bebearpa panduan TOR nya berkaitan dengan penyusunan repeta yang responsive gender. Yang masuk, dengan telaan cukup bagus hanya satu, dari Menko Ekuin, ada dari menko kesra (ungkin bu Toening yang bikin) ada komentar bahwa di menko kesra ada kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, adalah ini, ini, ini. Sangat sedikit yang merespon, dan kalau merespon semuanya menceriterakan sudah ada proyek-proyek pemberdayaan perempuan. 

Kalau di ekonomi dirasakan dalam implementasi  terhadap Inpres no.9. Ini sangat berat dihadapi di sektor ekonomi, khususnya di keuangan. Sehingga figur Menko Ekuin sangat penting, sebagai laki-laki mau hadir dsb, yang dapat menggerakkan sehingga tidak hanya ditugaskan nanti kaum perempuan saja.

Pengalaman lain diundang para kepala biro perencanaan untuk menyusun operasional tentang REPETA. Yang dari keuangan kepala biro laki, padahal yang diundang kepala biro perencanaan bukan laki atau perempuan. Tapi karena mungkin berkaitan dengan gender, pemberdayaan perempuan dsb. , sekjen nya mencari figur yang perempuan, akhirnya dikirim kabag data kalau tidak salah. Dan kebetulan di biro lain, karena dia satu-satunya kabag eselon III yang perempuan. 

Jadi ada perspective kalau gender adalah perempuan. 

LD-FEUI dan UNIFEM adalah suatu terobosan dan figur Menko Ekuin menjadi sangat penting.

Ibu Hera Susanti 

Tidak hanya laki, perempuan sendiri juga begitu.

Pengalaman, mengundang …, begitu melihat judulnya, pertanyaannya,  ‘ini mau ngomongin apa sih, kita kan perempuan nggak mau dikasihani’. Jadi ada semacam anggapan/ persepsi, kalau kita bicara gender, itunya adalah kita minta-minta, minta tolong, minta  anggaran dinaikkan dll. 

Minimal Seminar Nasional bisa melibatkan daerah. Gender tidak hanya di Jakarta. Di Jakarta, perempuan sudah lebih melek. Justru di daerah, yang belum banyak tahu. Kalau Work shop tidak bisa didaerah, minimal seminar bisa didaerah. Mungkin  UPW, KESRA atau legislatif  bisa bantu, kita belum tahu.

Kantor Menko Perekonomian :

Pak Jatun sangat positif & obyektif  dalam memberi kesempatan pada wanita. 

Komara Jaya juga memberikan kesempatan pada wanita. Deputy I sekarang penuh wanita.

Ibu Dian Kartika Sari

Seringkali setelah kegiatan tidak ada orang yang tahu apa hasilnya.

Usul : setiap proses, hasil dari proses bisa disampaikan ke publik. Semacam pers conference. Sehingga ada akuntabilitas publik dari apa yang kita lakukan, sehingga masyarakat tahu rekomendasi-rekomendasi yang diusulkan oleh komite ini.  -( membantu dan mendorong  dan memudahkan bergulirnya issue ini dan mendorong pejabat untuk tahu. Jadi informasi bergulir.

Contoh : Persoalan seperti perdagangan perempuan & anak, pada saat work-shop 2 kecil di beberapa tempat tidak terdengar gaungnya. Tapi begitu setelah 4 kali work-shop kita laporkan hasilnya dan membuat panduan untuk melihat persolan-persoalan perdagangan perempuan , Pers kemudian bergulir sendiri. Ada pentingnya untuk melibatkan pers, setidaknya akan diinformasikan pada publik. 

Ibu Lorraine Corner

Merupakan tantangan untuk LD dan LPEM. Sangat setuju 

Ibu Sri Harijati Hatmadji 

Daya tarik pers itu pak Jatun

Contoh, ada acara promotor doktor di kampus Salemba. Sedikit dan waktunya sore, magrib. Akhirnya ada pers conference.  Pers ingin mengetahui apa hasilnya, karena kebetulan substansi yang dibahas mengenai hutang pemerintah.  Tapi yang sangat menarik karena disitu ada pak Jatun. Meskipun pak Jatun sebagai promotor, bukan Menko.

Ini juga pers banyak, karena ada pak Jatun. 

Ibu Lorraine  Corner

Apakah anggota pers masuk Task Force. Mungkinkah?  Supaya otomatis mereka tahu. Karena mereka sebagian dari proses juga.

Ibu Sri Harijati Hatmadji 

boleh juga, mungkin kompas
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